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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nornor 1(;_:Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia T'ahun 2016 Nornor 251, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun :2003 ten tang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat:

Menimbang: a. bahwa untuk memberikan arah dan landasan bagi Pemerintah
Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas
dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif
dan efisien perlu adanya Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, transparan , akuntabel, pelayanan publik yang cepat,
efisien, efektif, mudah dan murah diperlukan keterpaduan
dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Prcsiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang system Pemerintah Berbasis elektronik,
Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyelenggaraan
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

BUPATIBALANGAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN
NOMOR8 TAHUN2024

TENTANG
PENYELENGGARAANSISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATIBALANGAN
PROVINSIKALIMANTANSELATAN
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11.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 ten tang Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomoi 233);

10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

9. Peraturan Presiden Nornor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2019 tentang \
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran I

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6400);
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 T'ahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 1:\

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



sebagai unsur
yang memimpin
yang menjadi

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati

penyelenggara Pemerintahan Daerah
pelaksanaan urusan pemerin tahan
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

7, Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan
terlaksananya pengat.uran , pengarahan, dan pengendalian
dalam penerapan SPBE secara terpadu.

8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan
berkesinarnbungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu)
atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai
manfaat.

10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE
untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPENYELENGGARAANSISTEM
PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIK.

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBALANGAN

dan
BUPATIBALANGAN

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 NomorI57);
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yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan

arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang
terin tegrasi.

13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana
SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur
dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pusat dan Pemerintah Daerah.

15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama
untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data,
pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

16. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur
SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya
untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan
data, dan pemulihan data.

18. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang
menghubungkan an tar simpul jaringan dalam suatu
organisasi.

19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat
integrasi Ipenghubung un tuk melakukan pertukaran
Layanan SPBE.

20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan
tugas atau fungsi Layanan SPBE.

21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sarna, standar,
dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat
danl atau Pemerintah Daerah.

22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat
at au Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi
kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat
dan Pemerintah Daerah lain.

23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang
terpadu dalam SPBE.

24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses
yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan
komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi
dengan kriteria darr/ atau standar yang telah ditetapkan.

25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat, diteritukan, diangkat, dan memiliki nomor
induk pegawai secara nasional oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian serta mendapatkan mandat tugas dalam suatu
jabatan negeri at au tugas negara lainnya yang kemudian
disebut sebagai Aparatur Sipil Negara.
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(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Rencana Induk SPBE;
b. Arsitektur SPBE;
c. Peta Rencana SPBE;
d. rencana dan anggaran SPBE;
e. Proses Bisnis;

Pasal6
(1) Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang bertujuan

untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.

Bagian Kesatu
Urnum

BABII
TATA KELOLA SPBE

Pasa15
Ruang lingkup pengaturan SPBE dalam Peraturan Daerah ini
meliputi:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d. penyelenggara SPBE;
e. percepatan SPBE; dan
f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal4
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebagai tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih,

transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan .
dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;

b. sebagai sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis
teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka
peningkatan Pelayanan Publik dan pelayanan nonpublik; dan

c. untuk mensinergikan antar Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal3
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai
pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah
dalam pelaksanaan SPBE di Daerah.

Pasal2
SPBE di Daerah dilaksanakan dengan prinsip:
a. efektivitas;
b. keterpad uan;
c. kesinambungan;
d. efisiensi;
e. akuntabilitas;
f. interoperabilitas; dan
g. keamanan.
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(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun untukjangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasa18
(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman
pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

(6) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerin tahan bidang perencanaan dan
pembangunan Daerah.

(5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu
berdasarkan:
a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan ' atau
b. perubahan kebijakan strategis Daerah.

(4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat petajalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar
Pemerintah Daerah, dan / atau antar Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.

(3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasar RPJMD.

(2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. Visi dan misi SPBE;
b. Arsitektur SPBE; dan
c. Peta Rencana SPBE.

Pasa17
(1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) huruf a adalah untuk memberikan arah SPBE yang
terpadu dan berkesinambungan di Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE

f. data dan informasi;
g. Infrastruktur SPBE;
h. Aplikasi SPBE;
1. keamanan SPBE; dan
J. Layanan SPBE.
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(3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dengan Peta
Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat

(2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)disusun untukjangka waktu 5 (lima)
tahun.

Pasa19
(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, disusun dengan
berpedoman pada:
a. Peta Rencana SPBE Nasional;
b. Arsitektur SPBE Perneriritah Daerah;
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
d. Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Arsitektur SPBE
(3) diatur dengan

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai
sebagaimana dimaksud pada ayat
Peraturan Bupati.

(8) Bupati sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan Reviu
Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6)kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)dilakukan oleh Bupati.

(6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)dilakukan berdasarkan:
a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah

Daerah;
c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c
sampai dengan huruf i; atau

d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada
paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu­
waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan
dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara.

(3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
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(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah
Daerah.

(3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE,
penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung
jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11
(1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses
perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE

(4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan
Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika.

(3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Bupati.

(2) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah

Daerah.

Pasal 10
(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dilakukan Reviu pada paruh
waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Peta Rencana
SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

(4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (l)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

melakukan konsultasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara.
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(2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.

(3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai
data dan inforrnasi an tara Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan,
penyediaan akses data dan inforrnasi dan pemenuhan
standar interoperabilitas data dan informasi.

(4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3)didasarkan
pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 15
(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi
yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
darr/ atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha
darr/ atau pihak lain.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 13
Proses Bisnis yang terkait disusun secara terintegrasi untuk
mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE
dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 14
Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dan Pasal 13, Bupati berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

(3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
organisasi.

Pasa112
(1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk memberikan
pedoman dalam:
a. penggunaan data dan informasi;
b. penerapan Aplikasi SPBE;
c. Keamanan SPBE; dan
d. Layanan SPBE.

Bagian Keenam
Proses Bisnis
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(4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh
Bupati.

(3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBEharus
didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam
Pemerintah Daerah.

PasaI17
(1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi
dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE
bagi Pemerintah Daerah.

(5) Pusat data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara
bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan
saling terhubung.

(4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan
Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan
SPBE dalam Pemerintah Daerah.

(3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan intra yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk
menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah
Daerah.

(2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pusat data
nasional.

Pasal 16
(1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)huruf g, terdiri atas:
a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan data dan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.
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(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

Pasal21
(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

h, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan
Layanan SPBE.

Bagian Kesembilan
Aplikasi SPBE

Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 sampai dengan Pasal 19
diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Pemerintah Daerah dalam menggunakan Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)harus:
a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra

Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika; dan

d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari
kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasa120

Pasal19
(1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung

Layanan Pemerintah.

(2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan
SPBE.

(4) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan
keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

(3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan
jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah
darr/ atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan
jaringan.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra
Pemerintah Daerah.

Pasal18
(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud da1am Pasa1 16 ayat (1)huruf a, bertujuan untuk
menjaga keamanan da1am me1akukan pengiriman data dan
informasi antar simpu1jaringan da1am Pemerintah Daerah.
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Pasa124
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan

pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2)huruf b.

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan
Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah mendapatkan pertimbangan dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.

(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
standar teknis dan prosedur pembangunan dan
pengembangan Aplikasi Khusus.

(3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi

Umum ditetapkan;
b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap

penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang

disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada
Aplikasi Umum; dan

d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi
Umum.

Pasal23
(1) Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)huruf a.

SPBE
Pasal22

(1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi
mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

(2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE
menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah
harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang
komunikasi dan informatika.

a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.
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(3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan
permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan
konsultasi dan.' atau koordinasi dengan kepala lembaga
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
keamanan siber.

(2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur
Keamanan SPBE.

Pasa127
(1) Penerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam

Pasal6 huruf i dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan
digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui
penggunaan sertifika t digital.

(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi
dan validasi.

(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan
pemulihan.

(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi
keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan
lainnya.

Pasa126
(1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf i, mencakup:
a. penjaminan kerahasiaan;
b. penjaminan keutuhan;
c. penjaminan ketersediaan;
d. penjaminan keaslian; dan
e. penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data

dan inforrnasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE

Pasa125
Ketentuan lebih lanjut mengenai Aplikasi SPBE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf h diatur dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal29
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a,
meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. keuangan;
d. pengadaan barang dan jasa;
e. kepegawaian;
f. kearsipan;
g. pengelolaan barang milik Daerah;
h. pengawasan;
1. akuntabilitas kinerja; dan
J. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal

birokrasi pernerin tahan.

(1)

Paragraf 1
Layanan Administrasi Pemerin tahan

Berbasis Elektronik

(5) Penerapan dan pengembangan Layanan SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Rencana Induk
SPBE nasional dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah
yang melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan
informatika dengan mengedepankan asfek legalitas dan
integrasi an tar layanan.

(4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang
mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada
Pemerintah Daerah.

(3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan
Layanan SPBE yang mendukung tat a laksana internal
birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas Pemerintah Daerah.

(2) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;

dan
b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal28
(1) Pemerintah Daerah melakukan Layanan SPBE di Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.

Bagian Kesebelas
Layanan SPBE

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
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(2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan

i~-' .~ ''17
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Pasal31
(1) Pemerintah Daerah menerapkan Integrasi Layanan SPBE

berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Integrasi Layanan SPBE

(5) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan
pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika.

(4) Dalam hallayanan publik berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memerlukan Aplikasi Khusus,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan
pengembangan Aplikasi Khusus.

(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (l)diterapkan dengan mengutamakan
penggunaan Aplikasi Umum.

(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Pasal30
(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang
mendukung kegiatan di sektor:
a. pendidikan;
b. pengajaran;
c. pekerjaan dan usaha;
d. tempat tinggal;
e. komunikasi dan informasi;
f. lingkungan hidup;
g. kesehatan;
h. jaminan sosial;
1. energi;
J. perbankan;
k. perhubungan;
1. sumber daya alam;
m. pariwisata; dan
n. sektor strategis lainnya.

Paragraf 2
Layanan Publik Berbasis Elektronik

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan
pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
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(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati dapat
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.

(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko
SPBE.

(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko
dalam SPBE.

Pasa133
(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal32

ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak
risiko dalam SPBE.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

(3) Ketentuan lebih lanjut mengcnai Manajemen SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

(2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada standar nasional indonesia.

Pasal32
(1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf b, meliputi:
a. manajemen risiko;
b. manajemen keamanan informasi;
c. manajemen data;
d. manajemen aset teknologi informasi dan

komunikasi;
e. manajemen sumber daya manusia;
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kesatu
Umum

BABIII
MANAJEMENSPBE

(6) Pelaksanaan Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat
Daerah dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang
komunikasi dan informatika.

beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja
Layanan SPBE.
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(4) Dalam pelaksanaan manajemen data sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan
koordinasi dan konsultasi kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data
SPBE.

(3)

(2)

Pasa135
Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasa132
ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya
data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses
sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengendalian pembangunan Daerah.

Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan
arsitektur data, data induk, data referensi, basis data,
kualitas data.

(1)

Bagian Keernpat
Manajemen Data

(5) Tata cara pelaksanaan manajemen keamanan informasi
SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala
lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang keamanan siber.

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman
manajemen keamanan informasi SPBE.

(2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui
serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup,
penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan
pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan
berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Pasa134
(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasa132 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak
risiko keamanan informasi.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

(5) Tata cara pelaksanaan manajemen risiko SPBEberpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3)

(2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses
perencanaan, pengembangan, pembinaan dan
pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan
ketersediaan dan kornpetensi sumber daya manusia dalam
pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

Pasa137
(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasa132 ayat (1)huruf e, bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam
SPBE.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

(4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi
dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika.

(5) Tata cara pelaksanaan manajemen keamanan informasi
SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi
dan komunikasi SPBE.

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan,
dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak
yang digunakan dalam SPBE.

Pasa136
(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d,
bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi·
pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi
dalam SPBE.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan

Komunikasi

(5) Tata cara pelaksanaan manajemen keamanan informasi
SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,

Pasa139
(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan
SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam
SPBE.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Tata cara pelaksanaan manajemen pengetahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Bupati
kepada

yang
bidang

Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan,
dapat melakukan koordinasi dan konsultasi
lembaga pemerintahan non kementerian
menyelenggarakan tugas pemerintahan di
pengkajian dan penerapan teknologi.

(4)

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
pengetahuan SPBE.

(2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan,
dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam
SPBE.

Pasa138
(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan
kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses
pengambilan keputusan dalam SPBE.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

(6) Tata cara pelaksanaan manajemen sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada
keten tuan pera turan perundang -undangan.

(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pad a ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman
manajemen sumber daya manusia SPBE.

(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
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(7) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, Bupati
dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika.

(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman rnanajemen
Layanan SPBE.

(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan
pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan
pengembangan aplikasiyang berpedoman pada metodologi
pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan,
gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan
SPBE dari Pengguna SPBE.

(2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan
Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan
pengelolaan Aplikasi SPBE.

Pasa140
(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 32 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan
SPBE kepada Pengguna SPBE.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

(5) Tata cara pelaksanaan manajemen pengetahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan
koordinasi dan konsultasi kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
perubahan SPBE.

analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan
evaluasi terhadap perubahan SPBE.

- 20 -



(2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan berdasarkan standar
dan tata cara audit Infrastruktur SPBE.

Pasa142
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur

SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (2) huruf a, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua)
tahun.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

(5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan
kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi
Informasi dan Komunikasi.

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga
pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok
teknis pada:
a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi

informasi dan komunikasi;
b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang

dihasilkan; dan
d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. audit Infrastruktur SPBE;
b. audit Aplikasi SPBE; dan
c. audit Keamanan SPBE.

Pasa141
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Teknologi

Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kesatu
Umum

BABIV
AUDITTEKNOLOGIINFORMASIDANKOMUNIKASI

(8) Tata cara pelaksanaan manajemen layanan SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Audit keamanan SPBE sebagaimaria dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah

Daerah; dan

Pasa144
Pemerintah Daerah melaksanakan audit keamanan SPBE
di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
huruf c.

(1)

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedornan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6)

(5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan
koordinasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi
Khusus.

(2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
a. audit Aplikasi Umum; dan
b. audit Aplikasi Khusus.

(3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara Audit
Aplikasi SPBE.

(4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 2
(dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.

Pasa143
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Aplikasi SPBE di

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
huruf b.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

(4) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika terkait pemantauan evaluasi, ,
dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah
Daerah.
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(6)

(5)

(4)

(3)

Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bupati menetapkan koordinator SPBE
Pemerintah Daerah.

Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi
dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan
koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(2)

Pasa145
(1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan

kebijakan SPBE Pemerintah Daerah.

BABV
PENYELENGGARASPBE

(6) Pelaksanaan Audit keamanan SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

"'f"'i'
.... 'I. •• l
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(5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE
Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah
melakukan koordinasi kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE
Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

(4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit
keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 2
(dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.

b. audit keamanan Aplikasi Khusus.

(3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara audit
Keamanan SPBE.
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(4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan melalui:
a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran,

pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas
kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi
pakai data; dan

(3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan,
penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah,
akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui
integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan
perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan,
layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan
dan evaluasi.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan,
penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah,
akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasa148
(1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada

perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan
jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses
Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang
dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan
pemantauan dan evaluasi.

Pasal47
Pembangunan dan / atau pengembangan Aplikasi Umum
ditujukan untuk memberikan Layanan SPBEyang mendukung
kegiatan pemerintahan di bidang:
a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
d. akuntabilitas kinerja;
e. pemantauan dan evaluasi;
f. kearsipan;
g. kepegawaian; dan
h. pengaduan pelayanan publik.

(2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerapkan Aplikasi Umum dan
Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

Pasa146
(1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan
percepatan SPBE Pemerintah Daerah.

BABVI
PERCEPATANSPBE
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(4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)dilakukan melalui:
a. bagi pakai data kepegawaian dalam Pemerintah

Daerah, danl atau an tara lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian
dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi
pakai data dan inforrnasi kepegawaian;

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen
Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk
konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah
Daerah.

Pasa150
(1) Untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi dalam

manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan
manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi
Pemerintah Daerah.

(4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui:
a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam

Pemerintah Daerah, dan / atau an tar Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi
pakai data dan informasi kearsipan; dan

c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang
terintegrasi.

(3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui
integrasi layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.

pengelolaan
ketentuan

Bisnis
dengan

Penyusunan keterpaduan Proses
kearsipan dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2)

Pasa149
(1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi

pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang
terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis
elektronik bagi Pemerintah Daerah.

c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan,
penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan
pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
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Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap SPBE secara berkala.

(4)

Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur kemajuan dan
meningkatkan kualitas SPBE.

(3)

Bupati dalam melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan
kepada Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

(2)

Pasal52
(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

BABvn
PEMANTAUANDANEVALUASISPBE

(4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan

publik dalam Pemerintah Daerah, danl atau antar
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi
pakai data dan ,informasi pengaduan pelayanan
publik;dan

c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan
publik yang terintegrasi.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan
pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui
integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi
Pemerintah Daerah.

Pasal51
(1) Untuk mewujudkan kecepatan, transparansi, dan

akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan
pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi
Pemerintah Daerah.

c. penyelenggaraan sistern aplikasi kepegawaian yang
terintegrasi; dan

d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian
an tara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah
nonkementerian yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerin tahan di bidang
manajemen kepegawaian.
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Pasa155
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Balangan
(Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 31)
dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABX
KETENTUABPENUTUP

Pasa154
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan
Daerah mengenai Infrastruktur SPBE Pernerintah Daerah yang
sudah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

Pasa153
Pendanaan penyelenggaraan SPBE yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah

BABVIII
PENDANAAN

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(6) Bupati dapat membentuk tim dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

(5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada
pedoman evaluasi SPBE.
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG (7-93/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ember 2024
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Pasa156
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.
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Pasal1
Cukup jelas.

Pasa12 .
a. Yang dimaksud dengan "Efektivitas" merupakan optimalisasi

pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan
berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

b. Yang dimaksud dengan "Keterpaduari" merupakan
merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung
SPBE.

c. Yang dimaksud dengan "Kesinambungan" merupakan
pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus
menerus sesuai dengan perkembangannya.

d. Yang dimaksud dengan "Efisierisi" merupakan optimalisasi
pemanfaatan surnber daya yang mendukung SPBE secara
tepat guna.

II. PASALDEMI PASAL

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik adalah
pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi
sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara
untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin
dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas
penyelenggaraan tata kelola kepemeriritahan yang baik. Di sisi lain,
teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan
pesat, dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan serta memberikan .kehidupan yang layak dan
berkelanjutan bagi masyarakat.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari kebutuhan
pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan
zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi.

Bahwa Penyelenggaraan SPBE merupakan salah satu urusan
pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Pemerintah
Kabupaten Balangan perlu menerapkan SPBE dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Balangan.

I. UMUM

PENJELASAN
ATAS

PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN
NOMOR8 TAHUN2024

TENTANG
PENYELENGGARAANSISTEMPEMERINTAHANBERBASISELEKTRONIK
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e. Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas" merupakan kejelasan
fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.

f. Yang dimaksud dengan "Interoperabilitas" merupakan
koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar
sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi,
atau layanan SPBE.

g. Yang dimaksud dengan "Keamanan" merupakan kerahasiaan,
keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber
daya yang mendukung SPBE.
Yang dimaksud dengan "Kenirsangkalan" merupakan aspek
keamanan informasi yang menjarnin informasi tidak dapat
disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasa13
Cukup jelas.

Pasa14
Cukup jelas.

Pasa15
Cukup jelas.

Pasa16
Cukup jelas.

Pasa17
Cukup jelas,

Pasa18
Cukup jelas.

Pasa19
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas,

Pasal12
Cukup je1as.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal14
Cukup jelas.

Pasal15
Cukup jelas.

Pasal16
Cukup jelas.

Pasal17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal19
Cukup jelas.

Pasa120
Cukup jelas.

Pasa121
Cukup jelas.

Pasa122
Cukup jelas.

Pasa123
Cukup jelas.
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Pasal24
Cukup jelas.

Pasa125
Cukup jelas.

Pasa126
Cukup jelas.

Pasa127
Cukup jelas.

Pasal28
Cukup jelas.

Pasal29
Cukup jelas.

Pasal30
Cukup jelas.

Pasal31
Cukup jelas.

Pasal32
Cukup jelas.

Pasal33
Cukup jelas.

Pasal34
Cukup jelas.

Pasal35
Cukup jelas.

Pasal36
Cukup jelas.

Pasal37
Cukup jelas.

Pasal38
Cukup jelas.

Pasal39
Cukup jelas.

Pasal40
Cukup jelas.

Pasal41
Cukup jelas.

Pasal42
Cukup jelas.

Pasa143
Cukup jelas.

Pasal44
Cukup jelas.

Pasal45
Cukup jelas.

Pasal46
Cukup jelas.

Pasal47
Cukup jelas.

Pasal48
Cukup jelas.

Pasal49
Cukup jelas.

Pasal50
Cukup jelas.
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Pasa151
Cukup jelas.

Pasa152
Cukup jelas.

Pasa153
Cukup jelas.

Pasa154
Cukup jelas.

Pasa155
Cukup jelas.

Pasa156
Cukup jelas.
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